
 

 
 

 
WALI KOTA BANJAR  

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

 NOMOR 31 TAHUN 2017 
 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR 

  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan 
akuntansi Pemerintah Kota Banjar yang berbasis akrual, agar 

berdaya guna dan berhasil guna dalam hal beban persediaan 
dan pengukuran penyusutan aset tetap;  

b. bahwa untuk kepentingan perhitungan yang lebih akurat, 

mengenai penyusutan  dan beban persediaan perlu di ubah dan 
disesuaikan dengan kondisi saat ini;  

c. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar telah 
diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 
2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota Banjar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota 
Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kota Banjar;  

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038);   

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 
sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5165); 

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 

(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);  

27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Banjar Nomor 7 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjar 22);  

29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah 
Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota 

Banjar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 (Berita 

Daerah Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2016);  

 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR.  
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota 
Banjar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Banjar sebagai berikut :  

 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor  13) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota 
Banjar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar 
Nomor 34 Tahun 2016) diubah, dengan rincian sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 



Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam dalam Berita 

Daerah Kota Banjar.  

 

 

 
Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 9 Nopember 2017  
 
WALI KOTA BANJAR, 

 
 

 
 
ADE UU SUKAESIH 

 
 
 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 9 Nopember 2017  

 

PELAKSANA TUGAS  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

 

 

 

  YUYUNG MULYA SUNGKAWA 

 
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 31 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR   : TAHUN 2017  

TANGGAL  :  
TENTANG  : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA 

BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR 
 

 
RINCIAN PERUBAHAN :  

 

Halaman Bagian Uraian 

   74 BAB III Kebijakan akuntansi akun 

  Beban Persediaan 

  Ketentuan nomor 146 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

  146 dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka 

pengukuran pemakaian persediaan dihitung 

berdasarkan inventarisasi fisik. Pada akhir periode 

tertentu dilakukan penyesuaian beban persediaan 

dengan cara, beban persediaan dikurangi dengan 

jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi 

fisik.   

 

99 BAB III Kebijakan akuntansi akun 

  Pengukuran Penyusutan aset tetap 

  a) Perhitungan penyusutan dilakukan per bulan, mulai 

bulan perolehan aset tetap. Aset tetap yang waktu 

perolehannya pada pertengahan dan/ atau akhir 

bulan, penyusutannya tetap dihitung 1 (satu) bulan.  

 
 

 
 

 
WALI KOTA BANJAR, 

 

 
 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

 


